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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Jual Beli 

1. Jual Beli Dalam Islam 

Lafad انبيع dalam bahasa Arab menunjukan makna jual 

dan beli. Ibn Mandzur berkata: انبيع ضد انشزاء (lafazd انبيع 

berarti jual kebalikan dari lafadz نشزاءا  yang berarti beli). 

Secara bahasa mengandung tiga makna sebagai berikut: 

a. Tukar menukar harta dengan harta (يبادنة يال بًال) 

b. Menukar sesuatu dengan sesuatu (يقبابهة شيء بشيء) 

c. Menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu 

yang dijadikan sesuatu tersebut ( دفع عىض وأ خذ يا عىض

.(عُّ
1
 

Adapun pengertian jual beli secara istilah 

sebagaiamana dikemukakan oleh Fukaha adalah sebagai 

berikut: 

a. Sayyid Sabiq jual beli adalah: “Pertukaran benda 

dengan benda lain, saling memindahkan hak milik 

dengan ada penggantinya dengan cara yang 

diperbolehkan. 

b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah: 

“Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan 

harta, maka jadilah penukaran harta milik secara tetap. 

                                                             
1
 Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2018),h. 267. 
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c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: “Saling 

menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 

milik.
2
 

Selain istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat 

Madzhab tentang definisi al‟bay‟i. Menurut Mazhab 

Hanafi. Jual beli mengandung dua arti yaitu: 

1. Makna Khusus. Jual beli dalam arti ini adalah 

tukar menukar komoditas barang dengan uang 

sesua cara dan aturan yang berlaku. Ketika 

seseorang menyebutkan kata jual beli maka dalam 

pikirannya spontanitas terlintas makna jual beli 

secara khsusu yang artinya sering digunakan 

dalam transaksi sehari hari. 

2. Makna umum yaitu, tukarng menukar harta 

dengan harta yang lain dengan aturan yang 

berlaku. Harta yang dimaksud adalah yang disukai 

seseorang yang bernilai secara fitrah dan bisa 

diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut 

dibolehkan oleh syar‟i harta tersebut bisa berupa 

uang/barang.dari definisi tersebut adanya 

kemungkinan tukar menukar barang dengan 

barang, uang dengan uang atau barang dengan 

uang.
3
 

                                                             
2
 Harim Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori 

dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2019), h. 113. 
3
 Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqih 

Muamalah, Kaidah Fiqih, Ushul Fiqih, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa 

„il NU, dan Fatwa DSN-MUI), Duta Media Publishing,2020, h. 2.  
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Selain itu juga definisi jual beli menurut sebagian 

ulama mengatakan jual beli adalah menukar suatu harta 

dengan yang lain secara khusus definisi tersebut bersifat 

toleran karena menjadikan jual beli sebagai tukar 

menukar. Oleh sebab itu menurut ulama mendefinisikan 

jual beli secara syar‟i yaitu sebagai akad yang 

mengandung  sifat menukar suatu harta dengan harta 

secara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad 

yang saling mengikata antara satu sama lain seperti dalam 

ucapan seseorang yaitu: “fasakhtu al-bai‟a”. Artinya jika 

akad itu sudah terjadi tidak bisa dibatalkan kembali. 

Definisi di atas dapat diketahui bahwa secara besar adalah 

tukar menukar atau memindahalihkan dengan jalan 

melepas hak milik kepada orang lain dengan cara syar‟a 

atau menukarkan barang dengan uang, uang dengan jasa 

secara sukarela atas dasar kerealaan kedua belah pihak. 

Dalam hal tersebut barang yang ditukarkan harus dengan 

seimbang dan disertakan akad tersebut mengarak kepada 

pemilik hak milik masing-masing  pada asas saling ridha 

sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang 

dimaksud dengan dengan ketentuan hukum yaitu: yang 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan lain-

lain yang berkaitan denga jual beli
4
. 

                                                             
4
 Harim Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori 

dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2019), h. 115. 
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Selain definisi jual beli menurut ahli hukum Islam, 

akan dikemukakan pula beberapa definisi jual beli 

menurut Undang-undang, yaitu: 

1. Menurut Pasal (1457) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah: ”suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang 

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan. 

2. Sementara itu, Pasal (418) Undang-undang 

Perdata Mesir mendefinisikan jual beli sebagai “akad 

yang mengharuskan penjual memindahkan 

kepemilikan suatu barang, atau hak atas harta lainnya 

kepada pembeli sebagai kompensasi ia akan 

mendapatkan pembayaran harga berupa uang”. 

Dengan definisi seperti ini, dapat diketahui bahwa 

harga yang harus dibayar oleh pembeli menurut 

Undang-undang Mesir haruslah berupa uang. Jadi, 

apabila harga yang dibayar tidak berupa uang, 

melainkan barang, maka tidak dinamakan jual beli 

melainkan barter (muqayadah). 

3. Menurut Pasal (178) Undang-undang Muamalah 

Sudan tahun 1984 jual beli adalah: “penyerahan 
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kepemilikan harta atau hak lain yang bernilai harta 

dengan mendapatkan kompensasi harga
5
. 

Berdasarkan definisi jual beli menurut undang-undang 

di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut 

undang-undang terdiri dari unsur-unsur berikut, (1) jual 

beli merupakan akad, (2) jual beli melahirkan kewajiban 

dipundak penjual untuk memindahkan kepemilikan objek 

jual beli, (3) jual beli melahirkan kewajiban bagi pembeli 

berupa pembayaran harga yang disepakati. 

     2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad, (ijab kabul), orang 

yang berakad (penjual dan pembeli), dan mu‟akud alaih 

(objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan 

pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan 

kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukan 

kerelaan. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan deng 

lisan, tetapi jikalau tidak menmungkinkan boleh ijab dan 

kabul dilakukan dengan surat menyurat
6
. 

Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli 

ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu, 

ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul 

(ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang 

menunjukan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, 

                                                             
5
 Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, Jual Beli Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam, ( Gava Media, 2018), h. 74 
6
 Hendi Suhaendi, Fikih Muamalah, (Depok:  PT Raja Grapindo, 

2016), h. 70.  
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yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan 

kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. 

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu dari merupakan 

unsur hati yang sulit dihindari sehingga tidak kelihatan, 

maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu 

dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan 

kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual 

beli boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling 

memberikan barang dan harga barang (ta‟athi). 

Sementara menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga 

yaitu 1) Aqidain (dua orang yang berakad), 2) ma‟qud 

alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar 

pengganti barang), dan 3) shigat (ijab dan qabul). Ulama 

Syafiiyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di 

atas. Sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama 

dengan pendapat Hanafiyah
7
. 

3. Syarat-syah jual beli 

Suatu jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-

syaratnya. Adapun syarat sah jual beli yaitu: 

a. Kerelaan antara kedua belah pihak. 

b. Pelaku akad harus orang yang dibolehkan 

melakukan akad seperti orang yang sudah baligh, berakal, 

akan tetapi akad yang dilakukan oleh anak kecil atau anak 

yang di bawah umur, orang idiot itu tidak sah kecuali 

                                                             
7
 Eneng Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), h. 17. 
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dengan seizin walinya. Maksudnya di sini akad yang 

bernilai rendah seperti membeli kembang gula, makanan, 

makanan ringan dan lainnya. 

c. Harta yang dimilki harus milik penuh sendiri dan 

suci. 

d. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang 

diperbolehkan oleh agama. 

e. Objeknya harus diketahui olek kedua belah pihak. 

Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. 

f. Harga harus jelas di awal saat transaksi
8
. 

4. Macam – macam Jual Beli 

 Jual beli secara garis besar dibagi menjadi dua macam 

yaitu: 

1. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi 

rukun dan syaratnya yang ditentukan. Beberapa 

contoh jual beli sah yang sering diperaktikan  

dalam lembaga keuangan syariah maupun dunia 

bisnis yaitu: 

a. Jual beli lewat makelar (perantara) jual beli ini 

dipandang  sah jika makelar hanya 

mengubungkan antara penjula dan pembeli 

dengan mendapat fee dari kedua belah pihak 

dan besarnya menurut ketentuan. 

                                                             
8 Mardani, Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 

2013), h. 104. 
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b. Jual beli lelang (muzayyadah) yaitu jual beli 

secara menawarkan harga barang yang akan 

dijual kepada banyak pembeli dan penjual 

menerima atau menyetujui tawaran harga dari 

calon pembeli barang. 

c. Jual beli salam yaitu, jual beli barang dimana 

harga barang dibayar dimuka secara kontan, 

dan penyerahan barang dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

d. Jual beli murabahah, yaitu jual beli barang 

dengan harga pokok pembelian ditambah 

dengan margin keuntungan tertentu yang 

diinformasikan kepada pembeli dengan cara 

pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan 

kesepakatan. 

e. Jual beli istisna‟ jual beli ini sebagai 

kelanjutan dari jual beli salam, yang 

membedakan yaitu dari segi pembayarannya, 

kalau salam pembayaran harus di muka, 

sedangkan istisna‟ bisa luwes artinya  tidak 

harus kontan tetapi bisa diangsur dengan 

kesepakatan. 

f. Jual beli urbun yaitu, jual beli panjer jual beli 

dimana pembeli membelikan panjer (perskot) 
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sebagai tanda jadi atau bias disebut dengan DP 

(uang muka). 

2. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak 

memenuhi salah satu atau semua rukun syarat sah 

jual beli. 

a. Jual beli yang dilakukan anak – anak di bawah 

umur dan orang gila. 

b. Jual beli barang haram dan najis barang yang 

diperjualleblikan adalah barang – barang yang 

haram dimanfaatkan oleh syara bagi orang 

muslim seperti, darah, babi dan khamr. 

c. Jual beli gharar yaitu jual beli yang dilakukan 

mengandung unsur kerugian. Gharar 

dipastikan sesuatu yang belum jelas 

kualitasnya
9
. 

5. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara 

sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari 

al-Qur‟an maupun Hadist: 

1. Al-quran surat al-Baqarah, 2: 275  

  وأحم الله انبيع وحزو انزّبا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”. 

                                                             
9 Harun, Fiqih Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press 2017), h. 71-74 
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2. Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa‟id 

al-Khudri 

 (اًَا انبيع عٍ تزاض )رواِ ابٍ يا جّ(

 “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan 

perizinan timbal balik”. 

3. Ijma. Ulama Fiqih maupun setiap muslim sepakat 

bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz 

(boleh)
10

. 

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah menurut 

al-Jaziri kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa 

ayat dalam al-quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 188. 

ولآتأكهىا أيىنكى بيُكى با ابتطهم وَتدُنىُا بهاإَنى انحكَاوِ نتأ 

ٌَ كهىُافزَِ  ى ًُ يقاًيٍ ايىالِ انُاَس باِ لِاثىِ واََتىُ تعَه  

“Dan janganlah kamu makan harta di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagaimana 

harta orang lain itu dengan jalan dosa,padahal kamu 

mengetahui”. 

Selain hukum mubah hukum jual beli bisa berubah 

menjadi wajib, sunah, makruh dan haram tergantung 

kondisi yang ada. Hukum jual beli wajib jika keadaan 

seseorang merasa lapar dan tidak bisa menahannya lagi 

sehingga bisa mengakibatkan kehilangan nyawa, 

                                                             
10

 Harun, Fiqih Muamalah, h. 67. 
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sedangkan tidak ada cara lain untuk membeli makanan 

kecuali dengan cara membeli, dalam konteks ini jual beli 

hukumnya wajib. 

Yang kedua jual beli menjadi sunah, semisal ada 

seseorang yang menjual  barang dagangannya secara 

berkeliling namun hasil yang didapatkan masih sedikit 

sedangkan kebutuhan keluarganya begitu banyak. Pada 

kondisi ini mengharuskan seseorang disunnahkan untuk 

membeli barang dagangannya dengan niat untuk 

melariskannya. 

Selanjutnya hukum jual beli makruh terjadi ketika 

objek atau barang yang mau di perjualbelikan  berupa 

komoditas yang dimakruhkan, jual beli menjadi haram 

jika objek barang yang akan dibeli berupa komoditas yang 

haram dijual seperti jual beli narkoba
11

. 

Selain itu juga hukum jual beli menurut Imam Al-

Syathibi (w. 790), pakar fiqh Maliki hukumnya boleh 

berubah menjadi wajib contoh ketika terjadi  prakitik 

Ihtikar (atau yang biasa dikenal dengan penimbunan 

barang sehingga stok di pasar melonjak naik). Apabila 

seseorang melakukan ihtikar tersebut dan membuat 

barang melonjak tinggi harga barang tersebut, maka 

menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang 

                                                             
11

 Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqih 

Muamalah, Kaidah Fiqih, Ushul Fiqih, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul 

Masa „il NU, dan Fatwa DSN-MUI), Duta Media Publishing, Duta Media 

Publishing, 2020, h. 5. 
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untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum 

terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, 

pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan 

ketentuan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan perintah 

dan prinsip Al-Syathibi bahwa apabila yang mubah itu 

ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi 

wajib
12

. 

B. Pembatalan Jual Beli Dalam Fiqih (Khiyar) 

Pembatalan jual beli dalam fiqih atau disebut dengah 

khiyar. Khiyar adalah menurut bahasa atau etimologi 

yaitu pilihan sedangkan menurut istilah atau terminoligi 

adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi untuk melaksanakan atau 

membatalakan jual beli yang telah disepakati oleh 

masing-masing pihak dengan adanya ketentuan-ketentuan. 

Adapun pembatalan jual beli dalam fiqih atau khiyar 

yaitu: 

1. Khiyar syarat 

Yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak 

yang telah melakukan akad untuk membatalkan atau 

melanjutkan transaksi selama masih ada tempo yang telah 

ditentukan atau adanya garansi. Khiyar syarat ini 

diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak 

yang didapat si pembeli ketika terjadi hal yang tidak 

                                                             
12

 Abdul Rahman Ghazar, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh 

Muamalat (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), h. 70. 



 28 

diinginkan atau ada unsur penipuan dari pihak penjual. 

Khiyar ini berlaku pada akad-akad muamalah yang berarti 

mengikat kepada kedua belah pihak seperti jual beli, 

sewa-menyewa, musyarakah dan gadai. Sedangkan bagi 

akad yang tidak saling mengikat kedua belah pihak seperti 

hibah, wakalah (perwakilan), pinjam meminjam  (ariyah). 

Begitu juga dengan akad salam karena dalam akad salam 

disyaratkan dalam pihak  pembeli ini harus menyerahkan 

penyerahan uang muka yang sudah diserahkan diawal 

akad. Termasuk juga dengan akad sharf atau tukar 

menukar valuta asing, khiyar ini tidak berlaku bagi tukar 

menukar valuta asing karena nilai tukar mata uang yang 

diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai serta 

diterima setelah persetujuan dicapai ketika akad. Padahal 

khiyar syarat ini menentukan bahwa baik barang maupun 

nilai suatu harga baru dapat dikuasi secara hukum, setelah 

tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai. 

Tenggang waktu dalam khiyar syarat ini harus jelas. Jika 

tenggang waktu tidak jelas maka khiyar ini tidak sah. 

Kecuali menurut pendapat Ulama Malikiyah tenggang 

waktu khiyar syarat ini harus bersifat mutlak, Madzhab 

Hanafi dan Syafi‟i mensyaratkan tidak lebih dari tiga hari 

tentang batas tenggang waktu yang disyaratkan. Akan 

tetapi Ulama Hanabilah tenggang waktu khiyar 

diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak selama 
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jual beli itu sedang berlangsung meskipun lebih dari tiga 

hari. Alasannya untuk memberi kelegaan kepada kedua 

belah pihak (penjual dan pembeli). Pendapat yang lebih 

sesuai yaitu pendapatnya Ulama Malikiyah bahwa syarat 

tenggang waktu khiyar tergantung pada akadnya misalnya 

seperti buah-buahan, makanan adapun hewan, pakaian 

boleh dari tiga hari. 

2. Khiyar Ta‟yin 

Khiyar Ta‟yin yaitu hak pilih bagi salah satu pihak 

yaitu pembeli untuk menentukan pilihan terhadap objek 

akad untuk menentukan kualitas dan kuantitas barang 

yang akan dibelinya. Akan tetapi si pembeli tidak begitu 

cukup mengerti atau mengetahui secara pasti mana  

barang yang kualitasnya baik sehingga memerlukan 

seorang ahli untuk membantunya. Dalam konteks ini 

pembeli memiliki hak untuk memilih mana barang yang 

berkualitas atau tidak untuk dibeli dan dipilih. Khiyar 

Ta‟yin ini diperbolehkan oleh Ulama Hanafiyah, 

meskipun oleh sebagian jumhur Ulama tidak dibolehkan 

dikarenakan barang yang akan dibeli  belum jelas kualitas 

maupun kuantitasnya. Dalam jual beli objek akad yang 

disyaratkan harus baik dan berkualitas. Dalam Khiyar 

Ta‟yin jumhur Ulama ada kemiripan dengan jual beli 

Ma‟dum yaitu (jual beli yang belum jelas identitasnya). 

Akan tetapi Ulama Hanafiyah memilki syarat-syarat 
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terhadap Khiyat Ta‟yin ini (1) pilihan dilakukan terhadap 

barang yang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, 

(2) barang itu bersifat dan terdapat nilainya, (3) tenggang 

waktu untuk Khiyar Ta‟yin harus ditentukan menurut 

Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari. 

3. Khiyar Aib 

Yang disebut dengan Khiyar Aib adalah hak pilih bagi 

kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi 

untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena 

barang atau objek akad tersebut ada kecacatan, cacat 

tersebut tidak diketahui ketika akad tersebut berlangsung. 

Misalnya seperti ketika sei pembeli membeli satu 

kilogram telor dan ketika hendak digoreng atau 

dipecahkan salah satu telor tersebut terdapat sudah 

menjadi anak ayam, nah cacat seperti ini tidak diketahui 

oleh kedua belah pihak. Maka pihak pembeli melakukan 

khiyar (untuk membatalkan atau melangsungkan jual 

belinya). Khiyar Aib ini dibolehkan berdasarkan hadist 

Nabi Muhammad Saw riwayat Ibnu Majah Uqbah Ibn‟ 

Ami yang artinya: “sesama muslim itu bersaudara, tidak 

halal bagi seorang muslim menjual barang kepada muslim 

yang lainnya padahal barang tersebut Aib (cacat)”. Cacat 

yang membolehkan adanya Khiyar Aib dalam hal ini 

adalah semua cacat atau nilai barang tersebut berkurang 

atau hilang unsur yang akan dibeli si pembeli. Ibnu 
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Abidin dalam buku Raddul Mukhtar dikutip oleh Nasroen 

Harun mensuaratkan berlakunya Khiyar Aib ini yaitu: 

a. Barang cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli 

ketika melakukan akad berlangsung. 

b. Cacat tersebut diketahui sebelum atau sesudah 

akadtetapi belum serah terima barang dan harga, 

atau cacat itu merupakan cacat lama. 

c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau 

penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila barang 

ada yang cacat tidak boleh dikembalikan. 

d. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan 

akad. 

4. Khiyar Ru‟yah 

Khiyar Ru‟yah yaitu hak pembeli untuk membatalkan 

akad atau melangsungkan akad jual beli tersebut terhadap 

suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. 

Jumhur Ulama Fiqh membolehkan Khiyar Ru‟yah ini 

kenapa? Berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw 

riwayat ad Daruqutni dari Abu Hurairoh bahwa Nabi Saw 

bersabda yang artinya: “siapa yang membeli sesuatu yang 

ia belum ia lihat, maka ia berhak berkhiyar apabila ia 

telah melihat barang itu.” Jumhur Ulama mensyaratkan 

kebolehan Khiyar Ru‟yah, yaitu. 

a. Objek atau barang yang akan dibeli tidak dilihat 

langsung oleh pembeli ketika akad. 
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b. Barang atau objek akad itu harus bersifat materi 

atau harus bernilai seperti tanah, rumah, dan 

kendaraan. 

c. Akad itu mempunyai alternatif untuk dibatalkan. 

Imam Al-Kasani menjelaskan bahwa Khiyar Ru‟yah 

ini bisa dibatalkan atau berakhir jika: 

a. Pembeli rela melangsungkan jual beli dengan 

pernyataan atau perbuatan. 

b. Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi 

kecacatan baik oleh kedua belah pihak yang akan 

berakad atau karena cacat alam. 

c. Terjadinya materi tambahan kepada objek yang 

telah dikuasai oleh pembeli. Seperti tanah yang 

sudah dibeli ada bangunanya rumah atau kandang 

kambing yang di dalamnya terdapat kambing 

yang telah beranak, akan tetapi jika tambahan 

tersebut menyatu dengan objek jual beli maka 

Khiyar Ru‟yah ini tidak gugur. 

d. Khiyar Ru‟yah atau orang yang memiliki Khiyar 

ini sudah meninggal sebelum melihat atau 

sesudah melihat objek akad, akan tetapi belum 

ada perntaraan kepastian membeli. 

2. Khiyar Majelis 

Yang disebut dengan Khiyar Majelis yaitu hak pilih 

bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan atau 
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membatalkan akad jual beli selama kedua belah pihak 

berada di Majelis atau di tempat ketika terjadinya jual 

beli,  Khiyar ini berlaku pada akad jual beli atau sewa 

menyewa kebolehan Khiyar Majelis ini diperbolehkan 

sebagai mana hadist Nabi Muhammad Saw riwayat 

Bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa 

Rasulullah bersabda yabg artinya: “apabila dua orang 

melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak 

mempunyai hak pilih selama kedua nya belum berpisah”. 

Selama kedua belah pihak belum berpisah dan masih 

berada di tempat masing-masing pihak di beri kesempatan 

untuk berkhiyar. Akan tetapi ketika kedua belah pihak ini 

tidak menggunakan hak Khiyarnya dan mereka telah 

berpisah maka dengan sendirinya jual beli itu telah 

mengikat, kecuali jika kedua nya sepakat menyatakan 

bahwa keduanya berhak dalam jangka waktu tiga hari 

untuk membatalkan jual beli itu. Makna satu Majelis 

dalam konteks sekarang ini mengalami kesulitan  

misalnya akad itu berlangsung ketika melalui sambungan 

telepon dalam hal ini tidak berada dalam satu Majelis dan 

harus berada dalam satu Majelis, tidak diartikan secara 

fisik, melainkan kesatuan masa berlangsungnya telephone 

itu berlangsung berarti kedua belah pihak itu masih berada 

dalam satu majelis (lokasi akad). Satu Majelis tidak 

berarti harus bertemu secara langsung atau secara fisik 



 34 

dalam suatu tempat yang terpenting kedua bela pihak 

mendengarkan maksud masing-masing apakah akan 

menyetuji atau menolaknya. 

3. Khiyar al-Ghabn 

Khiyar ini gabungan dari Khiyar yang 5 sudah 

disebutkan di atas Khiyar Ghabn ini adalah hak untuk 

membatalkan akad karena ada unsur penipuan. Khiyar ini 

bisa terjadi karena: 

a. Tasriyah yaitu bermakna mengikat kantong susu 

betina atau kambing supaya air susu itu berkumpul 

di kantong susunya sehingga kesan para pembeli 

bahwa susu unta dan kambing itu sudah banyak. 

Rasulullah bersabda yang artinya: “jangan ikat 

susu unta atau kambing, jika salah seorang di 

antara kamu membeli seekor unta atau kambing 

yang susunya diikat, maka ia memilki hak  (setelah 

memerah susunya) untuk tetap menjaganya, atau 

mengembalikannya bersama-sama dengan jumlah 

kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh 

pembeli)”. 

Maksudnya adalah menurut Jumhur Ulama tindakan 

Tasriyah ini membuat kontrak dapat dibatalkan tergantung 

dari pilihan yang dirugikan karena penipuan. Berbeda 

dengan Ulama Hanafiyah yang tidak menyetujui 

pembatalan tersebut. Kenapa? Karena menurutnya orang 
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yang ditipu itu berhak menuntut tambahan yang tidak 

memberatkan dari penjual. 

b. Tanajush atau yang disebut dengan tawar menawar 

harga yang tinggi yang ditawarkan oleh penjual 

akan tetapi pembeli tidak berniat untuk 

membelinya tujuannya hanya untuk menipu orang 

lain yang berniat untuk membeli barang tersebut. 

c. Ghabn fahisy yaitu kerugian yang ditimbulkan 

oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari 

penggelapan yang dilakukan oleh pihak lain. akan 

tetapi Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa 

kerugian besar yang dialami oleh suatu pihak, 

bukan penyebab untuk membatalkan kontrak, 

tetapi adanya sebab penipuan atau penggambaran 

yang salah. Misalnya Hasan menjual TV dengan 

harga 5 juta dijual dengan harga 8 juta kepada 

Fahri dengan mengklaim harga tersebut dengan 

harga 10 juta. Karena Fahri percaya dengan klaim 

tersebut maka Fahri membelinya dengan harga 8 

juta. Dalam kondisi ini Fahri menderita Ghabn 

fahisy sebagai hasil penipuan. 

d. Talaqqi al-rukban  

Yaitu tansaksi ini dilakukan di mana orang 

kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan 

orang badui yang membawa barang dagangannya 
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dan kebutuhan pokoknya untuk dijual dengan 

harga yang lebih rendah atau murah, dan tidak ada 

ksemepatan bagi orang badaui untuk mengetahui 

survei harga di kota. Ini cara lain untuk melakukan 

penipuan yang salah yang memberikan hak untuk 

membatalkan.
13

 

C. Hukum Khiyar dalam Jual Beli 

Selain itu juga di dalam buku Fiqh Muamalah 

karangan Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. 

H. Ghufron Ihsan, M.A, dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. 

Yang menjadi hikmah Khiyar dalam jual beli yaitu: 

Hak Khiyar atau memilih menurut Islam dibolehkan, 

atau apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli 

tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli), tergantung kondisi barang yang 

akan diperjualbelikan. Menurut Abdurahman al-Jaziri, 

status Khiyar dalam pandangan Ulama Fiqh adalah 

disyariatkan atau dibolehkan, karena ada sesuatu yang 

mendesak dalam jaul beli untuk mempertimbangkan 

kemaslahatan dari pihak masing-masing dalam melakukan 

transaksi. 

Di abad yang serba canggih dan modern ini, di mana 

sistem transaksi jual beli online ini sangat mudah dan juga 

praktis, masalah Khiyar ini tetap diberlakukan, akan tetapi 
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dalam hal prakteknya kata-kata Khiyar ini tidak 

digunakan atau di promosikan barang-barang yang akan 

diperjualbelikan, tetapi dengan ungkapan atau kiasan yang 

mengandung arti Khiyar ini seperti “teliti sebelum 

membeli”. Artinya pembeli diberi hak untuk berkhiyar 

dan berhati-hati dalam memilih barang, sehingga akan 

menimbulkan kepuasan kepada pelanggan.
14

 

D. Jual Beli Online 

Perkembangan teknologi di zaman sekarang sangatlah 

berkembang dengan pesat. Salah satunya perkembangan 

jual beli online yang memudahkan setiap orang ingin 

berbelanja dengan mudah salah satunya dengan pre-order 

dimana per-order ini adalah pesan dulu baru bayar 

kemudian atau bisa membayar setengah dari harga barang 

tersebut. Akan tetapi dimana di akun instagram 

@Inaa_Hijab ketika ingin melakukan jual beli dengan 

sistem Pre-order ini ada beberapa kasus ataupun 

konsumen yang membeli barang tersebut dengan sistem 

Pre-order ini kemudian mereka membayarnya ketika 

barang sudah berada di tempat pembeli, seperti halnya 

ketika seorang pembeli menginginkan barang atau baju 

akan tetapi pada akun @Inaa_hijab barang tersebut harus 

menunggu dahulu karena barang tersebut sudah habis dan 
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ketika pembeli ingin barang tersebut harus menunggu lagi 

untuk beberapa hari. 

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh 

dua orang yang tidak bertemu secara langsung yang 

melalui media sosial berupa whattsap,  Facebook, 

Insagram dan lainnya. Adi Nugroho menjelaskan, E-

commerce suatu jenis dari mekanisme bisnis secara 

elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis 

berbisnis dengan menggunakan internet sebagai media 

pertukaran barang dan jasa. Menurut penelitian jumlah 

online shopper (pelaku jual beli online) di Indonesia terus 

meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 

2018, jumlah online shopper diperkirakan mencapai11,9 

persen dari total populasi di Indonesia. Pubic Relation and 

Communication Manager Cupo Nation, Olivia Putri, 

menjelaskan,  dari studi internal pihaknya, didapati 

pertumbuhan pembeli secara online atau online shopper di 

Indonesia terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 

2016, jumlah pembeli online mencapai 9,6 persen dari 

jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7 persen pada 

tahun 2017
15

. 

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya 

berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi 
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elektronik biasanya menggunakan akad tertulis, (e-mail, 

short message service/sms, dan sejenisnya) atau 

menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti 

teleconference. Jual beli via teknologi modern 

sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku 

dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka 

transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi 

yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi 

maka tidak sah
16

. 

Secara umum di dalam Islam jual beli ada empat jenis. 

Tiga jenis pertama di halalkan dan satu jenis di haramkan 

yaitu: 

1. Jual beli tunai. Yaitu jual beli yang dilakukan 

secara tunai biasanya jual beli ini terjadi di pasar 

atau di warung tanpa berhutang. 

2. Jual beli non tunai biasanya jual beli ini 

ditangguhkan atau pembayaram dicicil. 

3. Jual beli salam atau istisnha biasanya jual beli ini 

ditangguhkan, jual beli kategori 1,2,3 halal 

dilakukan. 

4. Jual beli berhutang. Biasanya jual beli ini 

pembayaran dengan cara tidak tunai, dan barang 

ditangguhkan,pada prakteknya jual beli ini tidak 
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ada kejelasan. Jual beli ini dalam fiqih disebut 

dengan “Bai‟ Kali bil Kali”.
17

 

E. Teori Perlindungan Hukum 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum juga dimaknai sebagai daya 

upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 

maupun lembaga, pemerintahan, swasta bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang 

ada. Makna tersebut tidak lepas dari fungsi hukum 

tersebut itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan 

manusia. Dengan kata lain hukum memberikan 

perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai 

macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga 

harus melindungi kepentingan orang lain. perlindungan 

hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai 

seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang 

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai 

peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, 

suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai 
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perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada 

warganya. 

b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan har-hak warga Negaranya. 

d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang 

melangarnya
18

. 

2. Macam-macam Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

tujuan hukum, yakni diadili, kemanfaatan dan kepastian. 

Suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum 

sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif 

(pencegah) maupun yang berbentuk atau yang bersifat 

repernsif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun 

tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. 

Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah 

Negara dan bangsa kita, yaitu Pancasila. Menurtu Hadjon, 

perlindungan hukum bagi rakyat meliputi; 

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk 

perlindungan hukum dimana kepada rakyat 

diberi kesempatan mengajukan keberatan atau 
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pendapatnya sebelum pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif. 

b. Perkindungan hukum reprensif, yakni bentuk 

perlindungan hukum dimana lebih diajukan 

dalam penyelesaian sengketa. 

Secara konseptual, perlindungan hukum yang 

diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan 

implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber 

pada pancasila dan prinsip Negara Hukum yang 

berdasarkan pancasila.
19

 

3. Hak dan Kewajiban Konsumen  

Hak konsumen adalah hak yang harus dipatuhi 

oleh para produsen. Sedangkan perlindungan konsumen 

adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk 

melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Di Indonesia 

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang perlindungan Konsumen Republik Indonesia 

menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak 

atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa 

serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan ynag dijanjikan; hak 
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untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskiminatif; hak untuk mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa ynag diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
20

. 

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku 

usaha bagi pihak-pihak yang menghasilkan dan 

memperdagangkan produk, yaitu mereka yang terlibat di 

dalam penyediaan produk hingga samapai ke tangan 

konsumen. Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha itu 

menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai 

dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

dari tindakan konsumen yang beritikad tidak 

baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri 

sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa hukum. 
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila 

terbukti secara hukum secara bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan okeh barang /dan 

atau jasa yang diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan lainnya. 

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari pelaku 

usaha adalah: 

a. Hak menerima pembayaran, yang berarti pelaku 

usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai 

pembayaran atas produk yang dihasilkan dan 

diserahkannya kepada pembeli. 

b. Hak mendapatkan perlindungan hukum, yang 

berarti pelaku usaha berhak memperoleh 

perlindungan hukum jika ada tindakan pihak 

lain, yaitu konsumen, yang dengan itikad tidak 

baik menimbulkan kerugian baginya. 

c. Hak membela diri, yang berarti pelaku usaha 

berhak membela diri dan membela hak-haknya 

dalam proses hukum apabila ada pihak lain 

yang mempersalahkan atau merugikan haknya. 

d. Hak rehabilitasi, yang berarti pelaku usaha 

berhak memperoleh rehabilitasi atas nama 

baiknya atau dipulihkan nama baiknya sebagai 

pelaku usaha jika karena suatu tntutan akhirnya 
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terbukti bahwa pelaku usaha ternyata bertindak 

benar menurut hukum. 

Adapun kewajiban pelaku usaha di atur dalam 

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya. 

b. Memberikan informasinya yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen 

secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku. 

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk menguji dan/atau mencoba barang 

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau yang diperdagangkan. 

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

pergantian atas kerugian akibat penggunaan, 
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pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang diperdagamgkan. 

g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

pergantian kerugian apabila barang dan/ atau 

barang yang diterima atau dimanfaatkan 

konsumen tidak sesuai dengan perjanjian
21

. 

5. Perjanjian pembatalan sepihak 

Perjanjian (overeenkomst) menurut Pasal 1313 

KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana seseorang 

atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada 

seseorang atau beberapa orang lain. 

Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 

KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 

(1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut 

perjanjian, (2) tidak tampak asas konsesualisme, dan (3) 

bersifat dualisme,  sehingga menurut teori baru setiap 

perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. 

Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum 

memberikan definisi dari pada perjanjian. Menurut 

Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam 

lapangan harta kekayaan. 
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Dalam definisi di atas, secara jelas terdapat 

konsensuar antara para pihak, yaitu persetujuan antara 

pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, 

perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta 

kekayaan. Perumusan ini erta hubungannya dengan 

pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur 

dalam Pasal 1313 KUH Perdata. 

Sedangkan Wawan Setiawan, mendefinisikan 

perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, di mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 

mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih
22

. 

a. Syarat sah perjanjian 

b. BW (Burgelik Wetboek) secara tegas 

mengatur`suatu perjanjia dimana untuk sahnya 

perjanjian diperlukan empat syarat: 

c. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de 

teosteming van die zich verbiden); 

d. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de 

bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan); 

e. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);\ 

f. Suatu sebab yang halal (een geoorloofde 

oorzaak). 

Sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan adalah syarat subjektif. 
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 Titik Tri Wulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

(Jakarta: Prenadamedia Grup 2008), h. 222. 
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Hal ini disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan 

subjek perjanjian. Sedangkan, suatu hal tertentu dan suatu 

sebab yang halal disebut syarat objektif, karena berkaitan 

dengan objek perjanjian klausa. 

Suatu perjanjian yang melanggar syarat subjektif, 

mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan 

(vernietgbarr). Artinya, perjanjian tidak mengajukan 

permohonan pembatalan ke pengadilan. Sedangkan, jika 

suatu perjanjian tersebut batal demi hukum (null and 

void). Artinya, dengan sendirinya perjanjian itu batal. 

Dengan kata lain perjanjian itu dianggap tidak pernah 

ada
23

. 

Berbicara tentang wanprestasi yaitu merupakan 

kajian dan dominan dalam hukum perdata yang artinya 

ingkar janji (tidak menepati janji) yang diatur dalam buku 

III BW (Burgelik Wetboek). Wanprestasi harus didasari 

adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik dalam bentuk 

perjanjan itu di bawah tangan atau dalam akta autentik, 

tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat 

dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar 

hukum (onrechtmatigdaad). Pihak yang dirugikan karena 

tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan 

gugatan keperdataan
24

. 
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 Yaman, Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan Dalam 

Hubungan Kontraktual, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), h. 14. 


